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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 
hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menwujudkan 
keluarga yang bahagia, tentram, dan kasih sayang dengan cara yang diridlai 
Allah SWT.
1
 Perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974, 
mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
Perkawinan menurut Agama Islam bertujuan untuk memenuhi anjuran 
Agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
3
 
Manusia yang sejatinya berpasang-pasangan berhak bahagia dengan lawan 
jenisnya, harmonis karena saling memiliki hak dan kewajibanya, sejahtera 
artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya 
keperluan sehingga merasakan bahagia. 
Setelah berlangsungnya akad, antara mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dilakukan oleh walinya, sehingga menjadi keluarga yang 
terdiri suami dan istri, dan timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing yang 
harus dilakukan keduanya dengan baik.
4
 Peran ini akan menimbulkan 
keharmonisan dalam rumah tangga apabila suami istri mampu menjalankan 
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peran sebagaimana mestinya. Suami istri yang sama-sama menjalankan 
tanggung jawabnya masing-masing akan mewujudkan keluarga yang sakinah, 
mawaddah, rahmah.
5
  
Sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, atau dengan 
kata lain dalam anggotanya tidak ada yang merasakan gejolak di dalam rumah 
tangga.
6
 Berarti dalam rumah tangga terdapat suatu kenyamanan yang melekat 
dalam jiwa seseorang yang berkeluarga, kesetabilan ini mengurangi konflik  
dalam berkeluarga.  
Mawaddah (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang 
mempunyai keinginan mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan 
yang menggebu, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan 
menimbulakan keputusan yang tidak baik. Seseorang yang umum tentu 
memiliki rasa kasih sayang, dan juga memiliki hawa nafsu, yang mungkin 
diperoleh dan juga diberikan, dalam hal ini tentu akan menimbulkan 
emosional yang bisa keluar setiap orang, maka dari itu keinginan ini butuh 
seseorang yang menjadi penenang dan sebagai penyalur rasa yang wajar setiap 
manusia.  
Rahmah (kasih sayang sampai tua) adalah bukti keharmonisan atas 
peran yang sesuai dilakukan  oleh suami istri dengan baik sampai tua, mereka 
tidak hanya melaksanakan peran personalnya, namun  melakukan atas dasar 
rasa cinta kepada Allah SWT. Selain itu mereka juga mampu melaksanakan 
peran sosial dalam bermasyarakat, keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga 
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tersebut berhail merangkai tiga konsep tersebut menjadi landasan kokoh.
7
 
Keluarga yang sesuai tuntunan agama Islam tentu akan terbentuk keluarga 
yang ideal. 
Pada kenyataanya tidak semua orang mampu melaksanakan peran 
dalam keluarganya sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik dalam rumah 
tangga yang tidak harmonis, bahkan sampai terjadi putusnya perkawinan. 
Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan suami istri, karena 
beberapa hal:
8
 
1. Kematian, adalah putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui 
kematian. Kematian merupakan sebab seseorang kehilangan seseorang 
yang dicintai, termasuk pasangan hidup (suami atau istri). 
2. Thalak, adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami. Suami berhak 
menalak istrinya tanpa harus ada konfirmasi dari istrinya. 
3. Khulu‟, adalah putusnya perkawinan atas dasar kehendak istri.  
4. Fasakh, adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebahai 
penengah atas alasan dalam ke;uarga yang sudah tidak bisa dilanjutkan 
lagi. 
Setelah terjadi putusnya perkawinan, maka yang harus dilakukan istri 
adalah ‘iddah. ‘Iddah dalam bahasa arab yang berasal dari kata ‘adda ya’uddu 
‘iddatan yang berarti menghitung atau hitungan, yang berarti dalam masa itu, 
perempuan yang sedang ber-‘iddah menunggu berlalunya waktu. 
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Menurut madzhab Maliki, suami wajib memberi  menafkah kepada 
isterinya apabila isterinya telah menyerahkan dirinya kepada suaminya 
sekalipun belum digauli suaminya. Sedangkan menurut Madzhab Syaafi‟i, 
berpendapat bahwa nafkah  diberikah kepada isterinya sesuai kemampuannya 
dan nafkah diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum oleh 
suami.
9
 
Sedangkan ada hak-hak istri setelah terjadi talak dalam hak nafkah 
perempuan yang sedang dalam ‘iddah talak para fuqaha berselisih pendapat. 
Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang sedang dalam ‘iddah talak  ia 
masih mendapat nafkah dari suaminya, sebab perempuan harus tetap tinggal 
dirumah bekas suaminya. Menurut Imam Maalik dan Imam Syafi‟i  
berpendapat bahwa perempuan yang ‘iddah talak berhak nafkah apabila dalam 
keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia berhak tempat tinggal 
saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam „’iddah 
talak tidak berhak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya.
10
 
Secara umum istri yang bercerai dengan suaminya dihubungkan 
dengan hak-hak yang diterima istri:
11
 
1. Istri yang ditalak raj’iy istri tetap menerima hak berupa sebagaimana 
sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untk pangan, 
pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan ulama. 
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2. Istri yang ditalak ba’in, baik ba’in sughra maupun kubra ataupun saat 
hamil. Maka ulama sepakat bahwa istrinya masih mendapat hak tempat 
tinggal. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an. 
ُقْوا َعَلْيِهنَّ َوإْن ُكنَّ  أْسِكنُ ْو ُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوجدُِكم واَل تَضارُّْو ُهنَّ لُِتَضي ِّ
 ٍل فَأَْنِفُقْوا َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ َيَضْعَن َحَْلُهنَّ فَِإْن أْرَضْعَن ُلُكْم فَأتُ ْو ُهنَّ ُأُجْوَرُهنّ أُْواَلِت حَْ 
 
Berikanlah kepada mereka tempat tinggal setara dengan tempat 
kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah menyakiti 
mereka dengan menyempitkan merek. Bila mwreka dalam keadaan 
hamil beri nafkah mereka sampai dia melahirkan anak. Bila dia 
menyusukan anak untukmu berikanlah upah. (QS. At-Thalaq: 6).
12
 
 
3. Hak istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat 
bahwa istri mendapat hak nafkah dan tempat tinggal. Apabila tidak dalam 
keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya 
Imam Malik, al-Syafi‟i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang 
ditinggal mati suaminya mendapat hak tempat tinggal pada masa ‘iddah. 
Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian penulis memjumpai 
fenomena dalam masyarakat bahwa hak istri dalam masa ’iddah belum 
dipenuhi suaminya. Tepatnya di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran 
Kabupaten Banjarnegara. Data yang saya peroleh dari Pengadilan Agama 
Banjarnegara adalah 31 orang, dan 19 orang janda akibat cerai mati. 
Masyarakat tersebut yang berada di daerah pegunungan yang banyak orang 
menempuh pendidikan agama di pesantren dan sudah banyak yang menempuh 
pendidikan formal, masyarakat yang kulturnya masih tergolong masih ndeso. 
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Penulis beberapa menemukan data hasil wawancara dan akan mengulasnya 
sebagai berikut: 
Menurut sumber yang pertama yaitu Suprihatin, ia adalah pelaku dan 
mengalami langsung, bahkan sudah mengalami kegagalan rumah tangga 
sampai dua kali. Menurutnya perempuan yang sedang dalam „iddah tidak 
mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal dari bekas suaminya, 
dikarenakan kondisi yang ada, sebab perceraian terjadi karena tidak 
harmonisnya hubungan suami istri, maka logika yang diambil pelaku adalah, 
sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam serumah dengan keadaaan 
yang sedang kacau. 
Alasan lain sebab perempuan dalam ‘iddah meendapatkan nafkah 
adalah karena suami tidak pernah memberi tahu harus tetap tinggal 
bersamanya dalam satu rumah. Bekas suaminya membiarkan istrinya pulang 
kerumah orang tuanya, atau apabila mantan suaminya yang tingal dirumah 
mertua suami, maka suami yang pulang ke rumah orang tuanya, tanpa 
memberi nafkah kepada istrinya.  
Pada saat itu suamilah yang tinggal dirumah ibu mertua, sehingga 
suamilah yang meninggalkan anak dan istrinya begitu saja. Menurut istri 
seharusnya suami tidak pantas jika langsung meninggalkan rumah, karena 
dengan alasan malu dengan tetangga, saudara, dan kerabat. Atau bahkan 
mungkin bisa diperbaiki lagi.
13
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Menurut sumber kedua, ia adalah Irfanudin, ia juga sebagai pelaku 
yang sekarang sudah menikah lagi, meskipun dengan orang yang berbeda, 
belia mengatakan bahwa memberi nafkah kepada istri yang ‘iddah talak ba’in 
adalah bukan kewajiban bekas suami, kecuali memiliki anak, itupun bukan 
untuk nafkah kepada mantan istrinya melainkan nafkah terhadap anaknya, 
namun jika mantan istri ikut menikmati maka tidak ada masalah. 
Ia menjelaskan bahwa sudah terjadi talak ba’in, berarti tanggung jawab 
moralnya juga sudah tidak ada, apalagi persoalan hukum. Karena putusnya 
perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kerukunan lagi, andaikan diberi 
nafkah tempat tinggal (tidak boleh meinggalkan rumah) kemungkinan istri 
akan tetap keluar karena sudah tidak betah. Mungkin jika dinafkahi materil 
dan dikirimkan ke rumahnya itu diterima. 
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa nafkah bagi istri yang sudah 
bercerai bukanlah kewajibannya lagi, dan juga suami karena tidak pernah tau 
tentang hukum itu. Meskipun demikian menurutnya secara sosiologis tidak 
cocok apabila nafkah tempat tinggal itu diberikan.
14
 Meskipun demikian, 
sering penulis amati bahwa tidak tekstual demikian dalam hal hukum, banyak 
metode-metode dalam merespon persoalan hukum, termasuk ushul fikih,  
kaidah-kaidah fikih dan Hukum Islam. Sehingga untuk lebih jelasnya penulis 
akan meneliti permasalahan di atas dengan fokus membahas dalam perspektif 
hukum Islam. Karena, kultur masyarakat yang bermacam-macam 
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mengakibatkan kondisi hukum yang beragam, termasuk di Desa Darmayasa 
Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. 
B. Definisi Operasional 
1. ‘Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan isri yang telah bercerai 
dengan mantan suaminya. ‘iddah menurut pendapat jumhur adalah masa 
menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan 
rahimnya, baik untuk dalam ibadah maupun dalam menjalani masa 
dukanya atas kepergian suaminya.
15
 
2. Pertama, Istri yang ditalak raj’iy, istri tetap menerima hak berupa 
sebagaimana sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untuk 
pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan 
ulama. Kedua, Istri yang ditalak ba’in, baik talak ba’in sughra maupun 
talak ba’in kubra dan saat hamil. Dalam hal ini para ulama bersepakat 
bahwa istri dari suaminya masih mendapat hak tempat tinggal. Ketiga, hak 
istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat bahwa 
istri mendapat hak nafkah dan tempat tingga selama satu tahun.
16
 
3. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.
17
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4. Undang-undang perkawinan adalah suatu pembahasan yang membahas 
segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat 
Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakin di lembaga 
peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan
18
 
dalam hal ini penulis mengerucutkan pada pasal yang berkaitan dengan 
masa ‘iddah. 
5. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 
masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan  antara manusia  kehidupan
19
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya 
penulisan ini akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah berikut: 
Bagaimana Istri Merelakan Hak-Haknya Saat Masa ‘Iddah di Desa 
Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara perspektif Hukum 
Islam ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mendalami Hukum Islam tentang ‘iddah dengan 
pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di 
masyarakat untuk kemaslahatan. 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi motifasi 
terhadap pembaca, sehingga melahirkan teori-teori baru yang berkaitan 
mengenai masa ‘iddah dalam hukum Islam. 
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi 
kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang 
hukum keluarga. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Dari segi ini, 
maka telaah pustaka akan menjadi sumber referensi dalam menyusun 
penelitian yang penulis teliti. Sejauh ini permasalaha nyang diteliti penulis 
adalah belum dibahas dalam karya Ilmiah. Peneliti menulis sebuah karya 
ilmiah yang berjudul “ Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa 
‘Iddah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan 
Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” dalam hal ini penulis membahas 
mengenai hak istri yang dalam ‘iddah dalam hukum Islam yang dilihat dari 
kaidah fikih yang teorinya dibatasi di pembahasan dengan pendapat 
masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di dalamnya. 
Sejauh ini permasalahan tentang hak istri dalam masa ‘iddah di IAIN 
Purwokerto belum pernah dibahas dalam karya ilmiah. Namun penulis 
menemukan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Problematika Pemenuhan 
11 
 
 
Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota 
Malang” oleh Liza Wahyunito dari UIN Malang, dalam skripsinya membahas 
mengenai perbedaan kebutuhan saat masih memiliki suami dan setelah 
bercerai, skripsi ini membahas mengenai putusan di Pengadilan. Suami saat 
setelah menceraikan istrinya tidak memberi nafkah terhadap istrinya pada saat 
‘iddah, sehingga istri menggugatnya.
20
 Namun, penelitian ini memiliki 
berbedaan yang signifikan karena skripsi ini membahas kerelaan hak-hak yang 
istri dalam masa ‘iddah dalam hukum Islam. 
Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Nafkah Masa ‘Iddah menurut 
Perspektif Fikih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam (Studi 
Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)” oleh Nurulhuda Binti 
Abdul Razak. skripsi ini membahas mengenai definisi dan perbandingan hak-
hak istri dalam masa ‘iddah dalam penerapannya.
21
 Perbedaaan yang 
meendasar dengan karya ilmiah penulis adalah studi kasusnya dan 
implementasi di masyarakat yang berbeda.  
Selanjutnya, karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Hak-Hak Istri 
Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa „Iddah di Pengadilan Agama Kelas II 
A Sunguminasa” oleh Saddam Husein jurusan Peradilan Agama, skripsi yang 
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hanya menjelaskan tugas di Pengadilan Agama kelas II A Sungunminasa yang 
mengharuskan suami yang menalak istrinya wajib memnerikan hak-haknya.
22
 
Untuk karya ilmiah di IAIN Purwokerto penulis tidak menemukan dari 
sumber manapun yang menyinggung seperti skripsi ini yang berjudul 
“Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa ‘Iddah Perspektif Hukum 
Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten 
Banjarnegara)” oleh Nasta‟in  membahas istri yang merelakan hak-haknya 
dalam masa ‘iddah. 
Adapun menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, dalam bukunya yang 
berjudul fiqih praktis yang sebagian membahas tentang ‘iddah menjelaskan 
definifi „iddah. ‘Iddah adalah waktu menunggu bagi istri yang telah bercerai 
dengan mantan suaminya. Baik karena meninggal, cerai gugat atau talak, 
dalam masa ‘iddah istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-
laki lain.
23
 Pada saat inilah antara kedua belah pihak yang telah bercerai, 
masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban, jika suami melalaikan 
kewajibannya maka akan timbul permasalahan seperti anaknya putus sekolah, 
terlantar, atau bahkann anak dan mantan istrinya menjadi gelandangan. 
Pada inti yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang dicerai 
adalah masih memberikan haknya, sesuai yang dijelaskan pada pembahasa di 
atas, istri masih memiliki hak-hak pada masa ‘iddah, namun dalam 
masyarakat tertentu tidak berlaku, dari beberapa literatur karya ilmiah yang 
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Alauddin Makasar 2016), hlm. 2. 
 
23
Muhammad Bagir al-Habsyi,Fiqih Praktis Menurut AL-Quran, As-Sunnah Dan 
Pendapat Para Ulama (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221. 
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telah dibaca, semua hanya memaparkan teori secara umum saja bahwa istri 
masih memiliki hak nafkah, tempat tinggal. 
Selanjutnya skripsi ini adalah studi kasus yang membahas fenomena 
masyarakat tentang ‘iddah perspektif Hukum Islam tersebut atas yang terjadi 
dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh, di sini penulis mencoba 
mengadakan penelitian terhadap fenomena masyarakat yang tentang kerelaan 
istri setelah mereka bercerai dan sedang dalam masa ‘iddah. 
 
F. Kerangka Teoritik 
Sosiologi hukum berkembang atas daras proses hukum yang 
berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang 
berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara memahami sistem 
sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan proses.
24
 
Selaras dengan teori hukum dan perubahan soaial menurut Max Weber 
bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi 
pada sistem soasial dalam masyarakat yang mendukung sistem hukum yang 
berkaitan.
25
 Selain itu fonomena masyarakat yang selalu berubah-rubah juga 
membuat terdesakknya hukum yang harus aktif diperbaharui, tidak terkecuali 
Hukum Islam. 
Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
                                                          
24
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 
hlm. 5. 
25
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok, 103. 
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diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.
26
 
Produk hukum Islam berasal dari beberapa pemikiran yaitu: 
1. Fikih, yaitu bangunan ilmu pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah 
dan muamalah. 
2. Fatwa, yaitu jawaban pertanyaan masyarakat mengenai hukum Islam oleh 
perorarangan, kolektif atau lembaga tertentu, di Indosesia seperti fatwa 
MUI  yang hampir selalu mengikuti persoalan hukum kontemporer. 
3. Putusan pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan 
oleh lembaga peradilan, yang keputusannya mengikat. 
4. Perundang-undangan (taqnin), yaitu produk politik yang menerapkan 
suatu hukum oleh dewan legislatif dan diusulkan badan ekskutif.
27
 
G. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk 
mempermudah para pembaca untuk mengkaji hasil penelitian ini yang dibagi 
menjadi lima bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut: 
Bab pertama, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka 
acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini 
tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah yang menguraikan 
pentingnya penelitian dan alasan yang melatar belakangi penelitian ini.  
rumusan masalah, yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan 
sistematis. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan 
bahwa penlitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Selanjutnya telaah pustaka, 
                                                          
26
 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam  (Depok: Gramata 
Publishing, 2010), Hlm. 7. 
27
 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’, 7-8. 
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yaitu membandigkan penelitian ini dengan peneliti terdahulu dan meyakinkan 
bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian metode 
penelitian, yaitu untuk memperjelas langkah-langkah yang digunakan dalam 
penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan. 
Bab kedua, bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang 
mencakup hak-hak istri yang ditinggal mati suaminya, ditalak, dan tentang 
iddah baik dari pengertian ‘iddah, dasar hukum ‘iddah, macam-macam ‘iddah, 
hikmah dan disyari‟atkannya ‘iddah. 
 Bab ketiga, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti 
membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis 
penelitia, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan 
analisis data. 
Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan  analisis terhadap 
kasus terhadap perempuan dalam ‘iddah dengan hukum Islam dan sosiologis. 
Analisis ini mempunyai beberapa pandangan termasuk hukum islam dan 
sosiologis, karena berdasarkan hukum yang ada kemudian muncul fenomena 
masyarakat 
Bab kelima, berisi tentang penutup: kesimpulan, saran-saran, 
kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam 
menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, 
kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada 
peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman 
publik. 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Hak istri dalam masa ‘iddah di desa Darmayasa yang seharusnya 
diberikan suami terhadap istri nyatanya tidak dipenuhi dengan alasan ketidak 
mampuan suami, keacuhan suami dan istri, istri tidak mau menuntut, ketidak 
tauan hukum dan suami meninggalkan istri tanpa kabar. Kemudian istri 
merelakan dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Hukum Islam 
memberi kemurahan penuh terhadap istri, karena ia termasuk korban suami 
yang tidak tanggung jawab dan persoalan lain dalam hukum perkawinan. 
Setelah tidak terprnuhinya hak istri dengan berbagai alasan suami yang 
ada, istri justru merelakan hak-haknya dalam masa ‘iddah seperti hak nafkah 
dan tempat tinggal dengan alasan tersebut. Pandangan hukum Islam terkait hal 
ini nampak memperjelas bahwa suatu kerelaan istri melepas hak-haknya 
dalam masa ‘iddah adalah suatu yang nyata adanya. Berdasarkan itu penulis 
menarik benang merah dengan istri merelakan hak-hak ‘iddahnya maka berarti 
suatu hal yang benar demi kemaslahatan. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan 
saya memberikan saran-saran berikut: 
1. Untuk petugas KUA kecamatan Pejawaran, tokoh agama, tokoh 
masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan sosialisasi hukum 
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perkawinan, terkhusus yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu tentang 
‘iddah supaya masyarakat memahami apa saja yang berkaitan dengan 
‘iddah. 
2. Untuk para pelaku perceraian agar lebih mematuhi himbauan dari 
Pengadilam Agama dan memperhatikan hukum Islam dan hukum Positif 
terkhusus terkait hukum perkawinan diantaranya hukum ‘iddah. 
3. Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih kompehensif mengenai hak-
hak dalam masa ‘iddah umumya yang terkait dengan penelitian ini dan 
khususnya di desa Darmayasa. Sebab peneliti menyadari skripsi ini sangat 
jauh dikatakan sempurna, sebab keterbatasan penulis. 
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